
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 45 TAHUN 2OI4

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS
PENGELOIAAN KEUANGAN BADAN I.,AYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR
KASONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI KATINGAN,

bahwa Rumah Sakit Umum Daerah MAS AMSYAR
Kasongan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum f)aerah (PPK-BLUD) seca-ra
penuh.

bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan
pengelolaan keuangan yang telah menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD), maka perlu ditetapkan pola pengelolaan
yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memilikj
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan
peraturan perundang-undangan sehingga dapat
memberikan nilai tambah dan peningkatan dalarn
pelayaran kesehatan rujukan di Kabupaten Katingan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

Mengingat : t. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas da-ri
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(l,embaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor 75, Tambahan
I-embaran Negara trndonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembenfukan l{abupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten l"amandau, Kabupaten
Gunurrg Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Tirnur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180); */

b.

C.



3. Unclang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 
"Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

RePublik Ind-onesia Nomor a286\;

4. Undang-Undang Nomor Tahun 2OO4 tentang

Perbendah".""" Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun zoa+ Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 * Tahun . 2004 tentang

Pemeriksaan eJngelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

i{;;;;; iil*u"."" Negara Republik rndonesia Tahun

2OO4 ltomor OO, fa*Ulhan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa00);

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2AO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2oo4Nomorl25,TambahanLembaran
NegaraRepubliklndonesiaNomor443T),sebagaimana
tetah diubih dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-UndangNomor3Tahun2oo5tentang
perubahan atal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, fambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedla atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 2008 Nomor B, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48aa);

T.Undang-UndangNomor33Tahun2oo4tentang
perimbingan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

B. Und"ang-Und.ang Nomor 36 Tahun 2oo9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOg Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

g. undang-undang Nomor 44 Tahun 2OA9 tentang Rumah
sakit (Lembaran lrlegara Republik Incionesin Tahun 2oo9
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072\;

10. undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
ilo*ot 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Ketlangan Badan Layanan umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48'
Tambahan Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor ,
a502);



12'PeraturanPemerintahNomor24Tahun2005tentang
Stanclar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49' Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a503);

13. Per:aturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubahdenganPeraturanPemerintahNomor65Tahun
2010 (Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor l10,TambJfr"r, Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

14.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentang
Pengelolaan Ker-rangan I)aerah (Lembaran Negara

Repuutlt<indonesiaTahun2005Nomorl40,Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4STS);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

pecioman Peny'usunan clan Penerapan Standar Pelayanan

ivlinimal (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor a585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang
pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor a593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tlmbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6la|;

1g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2oo7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2ao7 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara

nepirUtit< Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
sistem Pengedalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6V\;

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5165);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2OO8 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008
Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabgpaten Katingan Nornor I Tahun
2OOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan ;



Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2OOg Nomor 1)

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalaft Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006;

25. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun '2047

tentang Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

26im:i'"",#",t:7i-;tri1i1ttr'",.f|,x?*',"Ixfl.Ti
organisasi satuan Kerja di Lingkungan Instansi
pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan LaYanan Umum;

2T.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahn 2013 Nomor 64);

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUMDAERAHRUMAHSAKITUMUMDAERAHMAS
AMSYAR KASONGAN

: BABI
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan'
2. pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh

pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan dan DPRD Kabupaten
Katingan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'

3. BuPati adalah BuPati Katingan'
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
S. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD

adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Katifl$&o.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah

Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang seianjuntnya disingkat

APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik
indonesia.. * 
ffiffi:t"ff#tx*","1t"ffi'#L3ffi*J3:f,j:"'S:::lt'?.$:ffir#
Katingan.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Pejabat pengelola k.rrargan Daerah Kabupaten Katingan. '/

a



10. Badan Layanan umum Daerah yanq selanjutnya disingkat BLUD

adalah Satuan Kerja p.rurek"In*"r*f, atau Unit Kerja pada Satuan

Kerja p"""gk^i pt"'*f'- Ei lingkungan' Pemerintah Daerah yang

dibentuk #il;" "i#t*it.il ;;i;;;" kepada masvarakat berupa

penyedia"r;;;;g a""l"ti., :;""'Vl".g dijual ttlp* rnengutamakan

mencari keuntungan, dan d"d; ;elaf,ukan kegiatannya didasarkan

;;;il;;siP efrsiJngi dan qroduktivitas'
11'PoiaPengeiolaanKeuanganBLUD,yangselanjutnyadisingkatPPK-

BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang ni-emue.rikan fleksibilitas

berupa ke;d;;; ,r""t i. i*"r*pf*t, 
-pt"kt"tt-praktek bisnis vang

sehat untuk meningk"tk;"-p"r"F""" kepada 
- 
masyarakat dalam

rangka memajukan . kesejahterian . ' umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa, r"u^g*if*"g"",r"rian dari ketentuan pengelolaan

keuangan daerah Pada um-umnya'

L2. pejabat pengelola BLUD .Ridi5 "dalah 
Pimpinan BLUD RsuD vang

bertanggungiawabterhadapkinerjaoperasionalBLUDRSUDyang
terdiri atas pemimpin, p*iuf,ut ii.t "ng^" 

dan pejabat teknis pada BLUD

1g. []Yr?; sakit adatah sarana kesehatan vang menvelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat'

14. praktik bisnis yang *h"t 
-;ddah 

penyelenggaraan..fungsi organisasi

berdasarkankaidah.kaid.ahmanajemlnv""e}aikdalamrangka
pemberiat i"V"'"t y1nq bermutu dan berkesinambungan'

15. Fleksibilit""-'.Juf"f, f.J.i"asaan pengelolaan keuangan/barang yang

berlaku Pada PPK-BLUD' , ,

16. Pelayanan kesehatan paripurna.adaiah pellValp kesehatan yang

meliputipromotif,preventif'kuratifdanrehabilitatif'
tr. Rencana strategis Bisnis ,.rrg selanjutnya disingkat RSB adalah

dokumen lima tahunan u"ii iemuat- visi, Misi, Program strategis,

pengukuran pencapaian di;;;" dan arah kebdakan operasional RSUD'

ls.RencanaBisnisenggaran.*"eselanjutnyadisingkatRBAadalah
dokumen ;;;;;"""; bisnis dan pengangg*t"tt qIYX" vang berisi

program, dan kegiatan,.target kinerjl dan anggaran BLUD'

19. Standar ilff;;;- rrrl.ifirl yang selanjutnya disebut sPM adalah

ketentuan tentanfl Jenls J"" *"ti pelayanan dasar yang merupakan

urusan wajib a""i^f, yang berhak diperoleh setiap warga secara

minimal'
ZO. Target Tahunan adalah nilai persentase yallg harus dicapai sebagai

tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan'

2L. program *al.n perrjabaran Ue-Ui3atcan SKPD dalam bentuk upaya yang

berisi satu atau lebih Ligr"t^" dengan menggunakan sumber daya

yang aiseAiaUn untuk *?tt..pui hasil yang terukur sesuai dengan

misi SKPD.
22. Kegiatan *a*ur' bagian dari program. y-ang dilaksanakan oleh satu atau

lebih ,rit t"r:, pJa* SKPD sebagai blgian dari pencapaian sasaran

terukur pada suatu proef* aari terdiii dari sekumpulan tindakan

p"rrg.."nl, sumber a"6 baik yang berupa personal (sumber daya

mrrru*iu.j;1";;g modai termasuk pEralatan dan teknologi, dana atau

kornbinasi dari beberapa atam kesemua jenis- sumber daya tersebut

sebagai ;"uL.r, (inpu-t) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam

bentuk barang/iasa' 
lalam bentuk kas dan tagihan

23. Pendapatan adalah semua penenmaan 1

ppK-BLUD RSUD yang *"ri"*U"t, ekuitas dana lancar dalam periode

anggaranbersangktr.""v*eua"r.perludibayarkembali./



24.BelanjaadalahSemuapengeluarldyirekeningkasyangmengurangl
elmitas dana lancar dalam ilti"a. tahun.anggaran bersangkutan yang

tidak akan diperoleh p"*uri"r*"va kembali ot"t PPK-BLUD RSUD'

2s.Biayaadalahsejumlah.pengeluaran.yalgmengurangiekuitasdana
lancar untuk memperor.rr"B"r*g aan/itau jasa untuk keperluan

26. i1""13.t??lr?i'fl;* basis akuntansi vang pgngakui pengaruh

transaksi dan peristiwa t"irrrry. pad.a saat iraisaksi dan peristiwa itu

terjadi,tanpartlemperhatikansaatkasatausetarakasditerimaatau

zr. *fffi;- Kas BLuD RsuD adaiah {ekg}i*q t:119* penvimpanan uans

BLUDRSUDdibukaolehp"*i*pi"BLUbRSUDpadabankL}mum
untuk menampung selu*h p.rr"ii***t, pendapatan dan pembayaran

Pengeluaran BLUD RSUD'

2g. Laporan k";;"g"" konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang

merupakan gabungan ..'iil.i.rr,rt "r, 
laporan- keuangan entitas

akuntansi sehingga tersair sebagai-satu entitas pelaporan'

Zg. penyedia U"i."Eiiasa aialah badan usaha atau orang perseorangan

yan g ke giatan *""h*"y* menye diakan 
" 

baran g / layanan j asa'

30. satuan pengawas int"rnal ,*,,t selanjutriya disingkat sPI adalah

Satuan e.rr!a*.* Internal nSUb dr.Murjani Sampit {"ng bertugas

melakukan pengawa"u., 
--a^r, 

pengendalian internal dalam rangka

memban; fr;p:nan RSUD ,r"r"r. meningkatfy kinerja pelayanan,

Keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam

menYelenggarakan bisnis sehat'

31. Investasi adalah Penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat

ekonomis seperti urrrrg",--J"rria"r, royalti, manfaat sosial, dan/atau

manfaat i;i;;r" *Jrrirrggr. dapat meningkat[an kemampuan

pemer intaf Jalam ran gka pt11-V"1'"n .kepada 
masyarakat'

s2. Kineda adalah keluaranifiasii dari kegiatan atau program yang akan

atau telJ ;i;apai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas yang terukur'
3g. Nilai omset adalah :"*rii, seluruh pendapatan operasional yang

diterima oleh BLUO pSUU yang berasll dari barang danlatau jasa

}ayananyangdiberikankepada-masyarakat,hasilkerjaBLUDRSUD
dengan pif."fi lain danlatau hasil usaha lainnya'

34. Nilai aset adalah jumiah aktiva yang tercantum daiam neraca BLUD

RSUD pada akhir suatu tahun tllt<u tertentu, dan merupakan bagian

dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan'

35. Tarif adalah imbalan ut^. u"rnrig dan/atau jasa yang.diberikan oleh

BLUD RSUD termasuk imbal hasil yang wajar 
- 
dari investasi dana'

dapat n"ttljr"tt untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per

unit laYanan-
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat sPM adalah

dokumenyangdigunakanatauditerbitkanolehPengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna'. Anggaran untuk Renelbitgrl- surat Perintah
pencairan n""" (Se2fifatas beban pengeluaran DPA-SKPD'

ST. Dokumen Pelaksanaan Anggaran gLUO RSUD yang selanjutnya

disingkat DPA BLUD adalaf dokumen yang memuat pendapatan'

belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanu* u
anggaran oleh Pengguna anggaran'



BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk

tujuan pemberian layanal lrplr* s""itr'- lebih efektif dan efisien

sejalan dengan pr"fit.f. bisnis yang sehat, yang pengelolaannya

dilakukan *."*tr. fleksibilitas berdasarkan kewenangan yang

didelegasikan oleh BuPati'
Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja

BLUD RSUD al*lmrr, 
"i*r, disajikan sebagai bagian Yltg tidak

terpl"afthn dari iencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan

dan kinerja Pemerintah Daerah'

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

L"trrf. mewrrjud.li*, p"tyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam

*.*u3"f.an kesejahieraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,

dalam rangka .rt t rk menata pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip

ekonomi dan produktifitas dan penetapan praktik bisnis yang sehat'

BAB III
PEJABAT PENGELOLA

Pasal 4

tl) Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pejabat yang bertanggungiawab
' teirraaap kirierja operasional BLUD RSUD yang terdiri ata's :

dimaksud Pada aYat (1) diangkat

(1)

{21

a. PemimPin BLUD;
b. Pejabat keuangan; dan
c. Pejabat-Pejabat teknis'

(2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana
dan diberhentikan oleh BuPati'

(3) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.
(4) Pejabat keuangan dan Pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada

PemirnPin BLUD.

Pasal 5
(1) Pemirnpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf r, *.*punyai tugas potot memimpin, mengarahkan, membina,

mengawasi, 
'm"ngena*iun dan mengevaluasi penyelenggaraan

kegiatan BLUD RSUD.

l1l iffilf ;ehksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat\-' 
(1), Pemimpin BLUD RSUD memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Memffin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan,

dan mengevaluaJi penyelenggaraan kegiatan BLUD; ./
b. Men5rusun renstra bisnis/RSB BLUD;



c. Menyiapkan RBA; .r^.^r-^- r-or-.i.ial haan dan
d. Penyusunan dan penetapkan 

- 
kebijakan penatausal

pengelolaan keuangan u.itu teknis operasional lingkup BLUD

RSUD;
e.Penetapkanunit/timipanitia/kelompokkerjapengeloiaan

keuangan; yang menduduki jabatan
f. Mengangkat dan menetapkan -pegawal

pral urriy ii* /p""itia I keiompok kerj a pen gelolaan keuan gan ;

g. pen)rusunan dan penetapan uraian tugas dan mekanisme kerja dari
a 

uniiTtim I paritialkelompok kerja;

h. pembinaai, monitoringl evaluasi dan pe$poran penyelenggaraan

Line4a t .r'*ttg* dan operasional BLUD RSUD'

i. t t"rrgr*riX"r,""*to' p"j"U"t pengelola keuangan dan pejabat teknis

tepida Bupati sesuai ketentuan; dan 
.

j. Menyampaikan dan mgmpertanggungiawabkan kinerja operasional

serta keuangan BLUD kepada Buplti'
(g) pemimpin BLUf RSUD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang

daerah.
(4) pemimpin BLUD RSUD merupakan pejabat yang berwenang

menandatangani :

a. Surat Perintah membaYar (SPM);

b. Slip pJnarikan uang dari rekening kas BLUD RSUD;

c. Laporan keuangan BLUD;
d. LaPoran kinerja oPerasional;
e. perjanjian klrjaiama dengan pihak ketiga sesuai dengan

kewenangan yang diberikan kepadanya;
f. Berita."irr. 

""ru.h 
t.rima barang hasil pengadaan BLUD RSUD; dan

g. Surat-surat keputusan pemimpin BLIiD'
(S) Femimpin BLUD dalam melaksanakan tugas d?, kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat {2), . mempuny3i 
_ 
fungsi sebagai

penanggungjawabumumoperasionaldankeuanganBLUD

Pasal 6

(t) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana.dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf b, memrliki tugas potcok meiaksanakan sebagian tugas pokok
pemimpin BLUD lingx-up pengelolaan keuangan BLUD.

(21 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pejabat Keuangan BLUD RSUD memiliki fungsi sebagai berikut :

a. PenYusunan RBA BLUD RSUD;
b. Pen5rusunan DPA BLUD RSUD;
c. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan BLUD;

d.Renyelenggaraarlpengelolaanpendapatandanbiaya;
e. Penyelenggaraan pengelolaan kas;
f. penleienggaraan pengelolaan hutang dan piutang BLUD RSUD;

g.Penyelenggaraanpengelolaanbarangdanasettetap;
t. Penyeleng["rp., investasi jangka pendek maupun jangka panjang;

i. penyelengg"r**r, akuntansi dan pen)rusunan iaporan keuangan;
j. Penyelengg*".t sistem informasi manajemen keuangan; dan
t. penyusunan standar operasional prosedur di bidang keuangan.

(g) pejabai keuangan BLUD clalam melaksanakan tugas dan kewajiban
setagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai.,
penanggungiawab keuangan BLUD. 1/



(1)

(21

Pasal 7
pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (i)

huruf c, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok

i;"*i*pi" BLUD linglirp teknis operasional. BLUD'

Untuk melaksan;#;'irg". pot<it< sebagaimana dimaksud pada avat

iU-p":"[", Teknis BLUD mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusun p"t t "*aan 
kefiatan teknis di bidangnya;

b. Pelaksanaan kegiatan t9i<1is sesuai RBA;

c. penyrsunrrr rr*if.n kebijakan dan standar operasional prosed,r di

bidangnya untuk ditetaptan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD;

d. penSrusunan usulan bagan arur penyelesaian pekedaan di

bidangny* *rrt k ditetapkan iebli: lanjut oleh Pimpinan BLUD; dan

e. penJrus*nan laporan p"tt""ggUngjd.waban kinerja operasionai

dibidangnv;.t#;"i bahan tapoiln [epada Pemimpin BLUD'

pejabat teknis ruU6 dalarn *tlr't *roakan tugas dan kewqiiban

sebagaimana dimaksud pad? ayat (1)'mempunyai fungsi sebagai

;;;;gg*rgiaw;u teknis di bidang masing - masing'

Tanggung j**rt"p;j"il t"t*i" 
"?bagairiana-dimaksud 

pada ayat (3),

berkaitan dengan mutu, standariiasi, administrasi, peningkatan

kualitas "r*U.i 
Jry* **"sia, dan peningkatan sumber daya lainnya'

(3)

(4)

BAB IV
PENDAPATAN DAN BIAYA

"fr5ffiffi#
Pasal 8

Pendapatan BLUD bersumber dari :

a. Jasa laYanan;
b. Hibah;
c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
d. APBD;
e. APBN;, dan
f. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat'

(1)

(21

(3)

(4)

Pasal 9
pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berupa imbalan yang

aip"rlf"f, dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat'
pendapatan elun nsuo yang bersumber 9"d hibah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 hr-rmf 6, bt..rp* hibah terikat dan hibah tidak

terikat.
Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 huruf i, b"top. peiolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa

dan usaha lainnya-yang menduln:ng tugas dan fungsi RSUD.-

Pendapatan BLUD" RSUO yang bersumber dari APBD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, b"tupa pendapatan yanq berasal dari

otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan
pembiayaan APBD'

(S) irendapltan BLUD RSUD yang bersumber dari APBN sebagaimana

dimaksud Pasal 8 huruf L, b"rup* pendapatan yang berasal dari

Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas./
pembantuan.



(6)

(7\

RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi danlatt

p"*["ra,ran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)' proses pen

keuangandiselenggarakanSecaraterpisahberdasarkanketentt
berlaku dalam Pelaksanaan APBN'

Lain-lain p.rra*pri*r y*rrg sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
huruf f, adalah :

", fr"Jif penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

b. Hasil pemanfaatan kekaYaan;
c. Jasa giro;
d. PendaPatan bunga;
e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang-aslng;

f. Komisi, potongan ataupun bentuk iain sebagai akibat dari

penjualan daniatau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;

dan
g. Hasil investasi.

Pasal 10

seluruh pend.apatan BLUD RSUD sebagairnana dimaksud dalam Pasai
g kecuaii yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola iangsung
untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan RBA dengan

rincian penggunaan sebagai berikut:
a. BesarariJ"*. pelayanLn yang digunakan untuk biaya operasional

RSUD ".r.t 
d.h-rendahnya adalah 56% dari masing-masing

peiayanan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah

banf atau peraturan Bupati tentang tarif yang berlaku;
b. Besaran jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai BLUD

RSUD setinggi- - tingginya 44o/o dari masing-masing pelayanan

sesuai keten:;uan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau
Peraturan Bupati tentang tarif yang berlalru;

c. Besaran biaya operasional pembinaan dan pengawasan oleh Dewan

Pengawas BLUD RSUD adalah 1olo dari akumulasi pendapalan.
d. Gajiatau honor Pejabat dan Honor Dewan Pengawas dibiayai dari

biaya operasion* RSUO dengan besaran sesuai kemampuan RSUD

dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan
dengan KePutusan BuPati.

Hibah terika' sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan
sesuai peruntukannya.
Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening
kas BLUD RSUD dan : dicatat dalam kode rekening kelompok
pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah dengan objek pendapatan RSUD,-Seluruh 

pendlpatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan
kepada PPKD setiaP triwulan-
Foimat laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

mengikuti format sesuai iampiran II Peraturan Bupati ini atau format
lainnya r"l* ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Bagian Kedua
Biaya

Pasal 1 1

Biaya BLUD RSUD merupakan biaya operasional dan biaya non
operasionai.
Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka,
menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

(1)

t21

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)



I

(3) Biaya non operasionai sebagailT* d11?f'd pada ayat (1)' mencakup

seluruh biaya yang *"rri*ti. beban RSUD dalam rangka menunJang

(4) gili,:.effi lt-,ffii?t#lHx,,u ai-*ksud pada avSt (l), dialokasikan

untuk membiayai program p"";gk;t"" pelayanan, kegiatan pelayanan

dan kegiatan pendukung pelayanan'

(5) pembiaya;^;&;am fa. [-Li"tu" sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), diaiok"*ilirrr-". *r*i a""gl-" k.i;;p"i<] j enis, program dan ke giatan'

Pasal 12

(1)BiayaOperasionaisebagaimanadimaksuddalamPasalllayat(2),
terdiri dari :

a. BiaYa PelaYanan; dan
b. BiaYa umum dan administrasi'

l2l Biaya puf#*t*" .;p5^l*"t'" dimaksud pada ayat (1) huruf a'

mencakup-"seluruh biay"--;Frasional yang berhubungan langsung

dengan kegiatan PeiaYalal'
(3) Biaya ,.r*,i* aan ad*inistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, mencakup selur,rr, uiry. opJrasional yang tidak berhubungan

langsung dengan kegiatan pelayanan'

(4) Biaya prfuy*?" seb?gaim"n. ii*"ksud pada ayat (2) , terdiri dari :

a. BiaYa Pegawai;
b. BiaYa bahan;
c. BiaYa jasa PelaYanan;
d. BiaYa Pemeliharaan;
e. BiaYa barang dan jasa; cian

f. BiaYa PelaYanan lain-lain'
(S) Biaya ,r*l- clan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)'

terdiri dari :

a. BiaYa Pegawai;
b. BiaYa administrasi kantor;
c. BiaYa Pemeliharaan;
d. BiaYa barang dan jasa;
e. BiaYa Promosi; dan
f. Biaya L*rr* dan administrasi lain-lain'

Pasal 13

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3)'

terdiri dari :

a. BiaYa bunga;
b. BiaYa administrasi bank;
c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
d. Birya kerugian penurunan nilai; dan
e. Biaya non operasional lain-lain'

Pasal 14

(u seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam
pasal s ii";r a, huruf t, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada

PPKD setiaP triwulan.
l2l seluruh p"'ng"rr"ran biaya BLUD RSYP sebagaimana dimaksud pada, 

ayat (1), difakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang

aiUmpiitran dengan Surat Pernyataan Tanggungj awab.
(B) Format SPTJ selagaimana dimaksud pada ayat (2), tercanillm dalam

Lampiran III Peraturan Bupati ini'
(4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' 

.

tercantum'dalam t ampiran IV Peraturan Bupati ini. u



Pasal 15

(1)PengeluaranbiayaBLUDnsundiberikanfleksibititasdengan
me mpertrm bangkan volume kegiatan -peiay3nan'

(2) Fleksibilio- i&g-f"*"" bia* '"*b ryyn sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), merupak"" ;;*"l"aran biaya yani disesuaikan dan

signifikan dengan perubahan p"endapatan dalam ambang batas RBA

yJrre telah diteLpkan secara definitif'
(3) Fleksibiiid';&.h"*" ui"v" BI:UD RSUD sebagaimana dimaksud

ayat (1), hanya berlrku. untlt biaya yang berasal dari pendapatan

"Luio 
dari APbN/APBD dan hibah terikat'

(4) Dalam t *i i"ri*'Ai kekurangan anqg"I1l BLUD RSUD mengajukan

usulan tambahan *rrgg*;; dai" APBD kepada PPKD melalui

Persetujuan BuPati'

Pasal 16

(1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2),

ditetap[an dengan besaran presentase' 
.

(Z) Besaran prrr"itu."e sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan

dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiltan operasional BLUD

RSUD.
(3) Besaran Presentase sebagaimana d'imaksud ayat (2), diusulkan dale'm

RBA dan DPARSUD ditetapkan oleh PPIO'

(4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),merupakankebutuhanyangdapatdiprediksi'dapatdicapai'
terukui', risional dan dapat dipertanggungiawabkan'

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 17

(1) BLUD RSUD menyusun RSB untuk kurun waktu 5 (lima) tahnn

berdasarkanRencanaPembangrrnanJangkaMenerrgahDaerah
(RPJMD)\.

12\ itsB *.bagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan vrsr,

misi, pro[r"* strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD

RSUD.
(3) Visi sebagaimana dimaksud pada

menantang keadaan masa' dePan
ayat (2), memuat gambaran Yang

yang berisikan cita dan citra Yang

I

ingin diwujudkan'
(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus

diemban atau dilaksanakan sesuai rrisi yang ditetapkan, agar tujuan

organisasidapatterlaksanadanberhasildenganbaik.
(S) program 

"irit"gi" 
sebagaimana dimaksud pada alrat \Zl, memuat

program yang birisi pro*es kegiatan yllg berorientasi pada hagil.I*q
ingin dicapai" dengan kr-:.run iraktu- f {satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun a."S; me}perhitungkan potensi, peluang dan kendala yang

ada atau mungkin timbul'
(6) pengukur;6;;p*i*t, kinerja s9b_aegrmana dimaksud pada ayat (2)'

memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambTkan
pencapai"" fri"if kegiatan dingan disertai analisis atas faktor-faktor
internal dan ekste.rr"l yu.ttg *empengaruhi tercapainya kinerja'

(71 Rencana pencapaian fma-tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 n
(lima) tahun.



(s) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat {2\,

memuat perkiraan capaian kinerja kelangan tahunan selama 5 (lima)

tahun'

Pasal 18

(i)RsBsebagaimanadimaksuaa"r"*Pasal17ayat(1),dilengkapidengan
rencana rmplementasi lima tahunan'

(2) Rencana d;I;*;."tasi limalu.rrrrru, sebagaimana dima5:"d ayat (1),

merupakan gambaran, p*gi"* lima tlhunan, pembiayaan lima

tahunan, penanggut'g1t*"b" program dan prosedur pelaksanaan

program.
(3) RSB dan rencana

dasar Penyusunan
implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai

RBA.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 19

(1)BLUDRSUDmenJrusunRBAtahunanyangberpedomankepada
renstra bisnis BLUD'

{2) penlrusun.n 
- nne sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, disusun

berdasarkan prinsip anggaran berbasis kerja, perhitungan akuntansi

menunrt jenis layanan, kebutuhan pe ndanaan dan kemampuan

pendapatan yarlg diperkirat an at<an cliterima dari masyarakat' badan

lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan Rumah sakit

lainnYa'
(31 Penlrusunan RB+ disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan

berdasarkan maslng-masmg sumber pendanaan yang berkenan'

Pasal 20

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, paiing sedikit memuat :

a. Kinerja tahun berjaian;
b. Asr:.msi makro dan mikro;
c. Target kinerja;
d. Analisis dan perkiraan biaya satuan;
e. Perkiraan harga;
f. Anggaran PendaPatan dah biaYa;

g. geJ#an Persentase ambang batas;
h. Prognosa laPoran keuangani
i. Perkiraan maju (fonttard estimate\;
j. Rencana pengeluaran investasi/modal; dan

t, Ringkasan plrraapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan

RKA-SKPD/APBD.
12\ RBA sebagaimana dimaksuci ayat (1), disertai dengan usulan program'

kegiatan iandar pelayanan minimal (SPM) dan biaya pengeluaras yang

akan dihasilkan 
Pasar 21

(1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2O ayat (1)

huruf a, meliPuti :

a. Hasil kegiatan usaha;
b. Faktor yang mempengaruhi kinerja;
c. Perbanding.n RBA tahun berjalan dengan realisasi;
d. Laporan keuangan tahun berjalan;
e. Hal-hal yang perlu ditindakianjuti sehubungan dengan pencapalan

kinerj a tahun berjalan;
(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat ,

(1) huruf b, antara lain:



(3)

a. Tingkat inflasi;
b. Perlumbuhan ekonomi;

c. Nilai kurs;
d, Tarif; dan

;*J;jffi:;:t:5:Hi*ana dimaksud daram pasal 20 avat (1) hurur c,

antara lain:
a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan

b. Perkiraan r.",""i* pada tiftutt yang direncanakan;

Anaiisis dan prrf.ai* biaya ;;";, febagaimana dimaksud dalam

pasal 20 ayat (1) huruf d, merupakan 
-perkiraan biaya per-unit

penyedia Uar**g--hrrri"t*r, j""" p"iryt* yang diberikan, setelah

memperhitungka:n 
- 

"eiuruh 
-r.o*po""ir biaya dan volume barang

a"trllt., jasa yang akan dihasilkan'
perkiraan harga sebagaim""" Ji*utsud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf

e, merupakan "*ii*"Ji 
harga.i""i proauk barang dan/atau jasa setelah

memperhitungkan biaya p.i*"t r"ti dan tingkat margin yang ditentukan

sepeiti tercermin dari tarif layanan'
Anggaran p"ra*p.i*r, arn ui"y. s*brgaimana dimaksud dalam Pasal

2A ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh

kegiatan tarrunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin

daii rencana pendapatan dan biaya'
Besaran p.r*"ni*J"*U*ttg 621ju sebagaimana dimaksud daiam Pasal

20 ayat (u huruf g, merupakan bEsaran presentase perubahan

anggaran bersumb"t J..i pendapatan operasional yang diperkenankan

dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan

operasional BLUD RSUD'
prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O

ayat (U irrr1.ll}*fr, 
-*i*i"f.u" 

pErkiraan realisasi keuangan tahun

berjalan seperti irr..,*i" pada laporan operasional' neraca dan

(4)

(s)

(6)

{71

(8)

: laporan arus kas.
(g) perkiraan *;; vgrward estimatel sebagaimana dimaksud dalam Pasai

20 ayat (r) trurur i, merupakan'perhitungan kebutuhan dana untuk

tahun"rrgg"r",berikutnyadaritahun.yangdirencanakanguna
memastikan kesinamUungai- progr** dan kegiatan )1ang 

telah disetujui

danmenjadidasarpen]rusunananggarantahunberikutnya.
(10) Rencurru pffiluaianinvestasii modal sebagaimana dimaksud dalam

pasal 20 "y+t'(l| 
huruf j, merupakan ."r."**, pengeluaran dana untuk

mernPeroletr aset tetaP'
(1 1) Ringkasan p""a"p"tan dan biaya un-tu-k.dikonsoilallkan dengan RKA-

SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2o ayat (1) huruf k'

merupakan hasil konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD yang

merupakan ringkasan pendapatan .1g biaya dalam RBA yang

disesuaikan den[an format RKA-SKPD / APBD'

Pasai 22
(1) RBA BLUD RSUD disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD'

l2l nge BLUD RSUD sebagairnn*tt dimaksud pada ayat (1),

dipersamakan sebagai RKA SKPD rlan disampaikan ,kepada PPKD

untuk selanjutnya d.itakukan penelaahan oieh Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD)

Pasal 23
RBA BLUD RSUD yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana

dirnaksud dalam F...t 22, dituangkan sebagai bagian daiam Rancangan,

Peraturan Daerah tentang APBD'



Pasal 24

(1) Setelah Rancangan 1"1it'i1"" q"*t"1^j:"'"tt* APBD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan melladi PEraturan Daerah maka

pemimpin 
'r;iil 

mehkukan penyesuaian terhadap RBA untuk

ditetaPkan menjadi RBA definitif'

\2\ RBA d*{iniiii sluagaimTr-+;aksud p*9^ avat (1), dipakai sebagai

dasar p"ryrrr*""bpe BLUD ASUb untui< diaiukan kepada PPKD'

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
PA BLUD RSUD

Pasal 25

(1) DpA BLUD RSUD sebagaim"""-ai*"ftsud Pasal 24 ayat (2)' mencakup

antara lain :

a. PendaPatan dan biaYa;

b. ProYeksi arus kas; dan

c.Jumlahdankualitasbaransda{3-t]}jasayalglkandihasilkan'
(2) ppKD *";;;;;hkan DpA el,"UO isun sebaga-i dasar pelaksanaan

(s)

(4)

;:ffi3:ffian DpA BLUD RSUD berpedoman pada peraturan perundang-

ffim-ffii DpA BLSD RsuD sebagaimala dlmaksud pada avat (2)'

belum disahkan oleh PPKD *.ti Pemimpin BLUD hanya dapat

melakukan pengeluaran uang paling tinggr slbesat angka DPA BLUD

RSUD tahun sebelumnYa'

Pasal 26

(1) DPA BLUD RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang

bersumber dari APBD'

tzl penarikan e;;" sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan

untuk O"fa":a p.g**"T, belanja modal dan belanja barang dan/atau

jasa serta ditat<ut an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(31 Penarikan dana untuk belanja blang dan/atau jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar selisih (mismatch) jumlah kas

yang a.r*"f,i" ditambah a""g"t aliran kas masuk yang diharapkan

denganjumlahpengeluaranyangdiproyeksikan,dengan
memperh^iit"" ^"ggituti[u* 

yu.,g tetafr-Oltetapkan dalam DPA BLUD

RSUD' 
Pasa127

(1) DPA BLUD RSUD_ menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang

ditandatangani oleh Bupati dengan. Pemimpin BLUD RSUD'

l2l perjanjia"'-f.i"rr:* sebagaimu.ti di*aksud pada ayat (1), merupakan

ma.nifestasi hublngan kerja antara Bupati dan Pimpinan BLUD RSUD

ya,,g dituangkan dalam ierjanjian kinerja (contractttal performarlce

agreerrient).
(3) Daiam perjanjian kinerjl_sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

menugasr.i" 
"p.*impin BLUD iSUO untuk menyelenggarakan kegiatan

peiayanan umum d.n berhak mengelola dana sesuai dengan DPA

BLUD RSUD,
(4) Perjanjiari kinerja sebagaimana dimaksud pada

*"*ult kesanggupan untuk meningkatkan :

ayat (1), antara lain
'/



a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. KinerJa keuangan; dan

c. Manfaat bagi masYarakat'

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 28

(U Datam pengelolaan kas., BLUD RSUD menyelenggarakan :

a. Perencanaar] penenmaan dan pengeluaran kas;

b. Pemungutan pendapatan atau tagihan; . , ,-.
c. r.nyimpanat t** dln pengelolaan rekening bank;

d. PembaYaran;
e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangkS pendek; dan-

f. p.*a,,tu"tu,, surplus tu" jangka pendek untuk memperoieh

PendaPatan tambahan'
(2) Transa.kei penerim9tt .dT pengeluarln. kas yang dananya bersumber

sebagaimuri"- ii*ur.sud daiam Fasal 8 huruf a, huruf b, huruf c dan

huruT f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD.

(3) Penerimaan BLUD RSUD pada t-9!*p hari disetorkan seluruhnya ke.- 
rekening kas BLUD RSUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan

BLUD RSUD.
(4) pejabat t<euarrg n BLUD RSUD bertanggung jawab_ kepada Pemimpin

giUO RSUD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Kas.

(E) pejabat- Keuangan B!,UD. RSIJD melaporkan Penerimaan BLUD RSUD
\ = ' 

""iGp 
bulan kepada Pemimpin BLUD RSUD'

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 29
(u BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan denganw 

penyerahan barang, jasa,, dan/atau transaksi yang berhubungan

i*r,[s.rt g maupun tia*t langsung dengan kegiatan operasional BLUD

RSUD.
(2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan

bertanggu;g jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai

dengan p*Insip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan
peraturan Perundang-undangan'

(3) blun RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh
temPo.

(41 Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), BLUD RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan,

serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD.

Pasal 30
(1) piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang

herwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang'

l2l Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetlpkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan'

(3) pejabat K&angan elun RSUD bertanggungiawab kepada Pemimpin
BLUD RSUD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Piutang.

(4) Persyaratan penghapusan piutang diatur lebih lanjut dengan ,
Keputusan BuPati



Pasal 31

(1)BLUDRSUDd'apat-melakukanpi"3***n/utangsehubungandengan
ke giatan o p J"'iJ" tr au" I *iJtl;";'il1;;"' pittj u*in d en gan' pihak lain'

(2) Pinjamanl*t"lle ""u1s"i*"{I, 
ii:1-:$:3a" avat (1]' dapat berupa

pinjamanl;;; jangfa pend.ek atau pinjaman/utang jangka panJang'

(3) pinjaman ;il;i; ian 'diselesaikan secara tertib, 
-efisien' ekonomis'

transparan dan bertanggung jawab' 
^r ro.i ,^crivete

(4) pemanfax*i*pi":u*ui7"tJ"g yang herasal dari perikatan prnJaman

jangka pendek h"rry. untulr Ui*y* operasional termasuk keperluan

(s) [TX:];,"ffX"X,X;.;*1_/yl^,s yans berasar dari perikatan pinjaman

j angka panj ang hanya *.r"t"ft i"i'g"li'"t* investasi I modal'

(6) Pinjaman langka ..9"":""g ;:;**T-1li dimaksud pada avat (2)'

terlebih dahulu wajib *"t'i''p*t pJrsetu'iuan Bupati'

(1)

(21

Pasal 32
perikatan pinjaman dilakukau oleh pejabat yang berwenang secara

berjenjang berdasar nilai pinjaman'

Kewenangu,' p.,ikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diatur e{engan KePutusan BuPati'

Bagian KeemPat
Investasi

Pasai 35

BLUD RSUD dapat meiakukan investasi sepanjang memberi manfaat

bagi peningkatan pendapatan dan penin[katan pelayanan kepada

masyarakat serta tidak *et ggtttggu likuiditas-keuangan BLUD RSUD'

Investasi sebagaimana dimalisuflpada ayat (1) dapat berupa investasi

jangka pendek dan investasi jangka panjang'

Pasai 33

(1) Pembayaran kembali pinjamanlutang sebagaimana dimaksud dalam

Pasai Sr ayat (1) dan *v*i(Z), menjadi tanggung jly"! BLUD RSUD'

(2) Hak tagih pinjamanlutang iii,Un-nSUD m-enjadi kadaluarsa setelah 5

(lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempb, kecuali ditetapkan lain

menurut peraturan perundang-undangan'
(3) Jatuh tempo sebagaim** ii*aksud pada ayat (2), dihitung sejak

tanggal 1 Januari tahun berikutnya'

Pasal 34

(1)BLUDRSUDwajibmembayarbungadanpokokutangyangtelahjatuh
temPo.

t}l Pimpinan BLUD RSUD dapat rnelakrlla3 Belampauan pembayaran

bunga d""-;t[k *;p""j*t g tia* melebihi nilai ambang batas yang

telah ditetaPkan dalam RBA'

(1)

t2l

(1)

Pasal 36
Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

lit, *"rirpikr.t' investasi yang dapat . segera dicairkan dan

dimaksudkan,rrrtrt dimiliki ="i**a 12 {dua belas ) buian ataY.kurang'

tr-"*tr"*i jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat

dilakukan d"tg", pemanfaatan surplus kas jangka pendek'

Investasi jangi<a pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat

berupa :

(21

(3)



(4)

a.Depositoberjangkawaktul(satu).bulansampaidengan12(dua
belas) bulan dan/atau yang dapat iiperpanjang secara otomatis;

b. Pembelian surat utang negara jangkl pendek; dan

;. Pembelian sertifrkat bank indonesia (sbi)'

Karakteristik investasi jangka p""a"f.' setagaimana dimaksud pada

ayat(1), adalah :

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
;. pitl:"r."" dalam ringka manajemen kas; dan

c. Beresiko rendah'

Pasal 37

BLUD RSUD tidak dapat *"f"UrG" investasi jangka panjang, kecuali

atas persetujuan BuPati'
Investasi jangi<a pa"i""g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa :

a. PenYertaan modal;
b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan

c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan'

(1)

t2l

Pasal 38

Dalam hal BLUD RSUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan

hukum, maka kepemiiikan atas badan usaha dimaksud berada pada

Pemerintah'Daerah.

Pasal 39
(1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat

(2), merupakan pendapatan BLUD RSUD'

(2) irendapatan BLUD nSUn sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat\-' 
dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai

RBA.

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 40
(1) Untuk meningkatkan kuaiitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD

dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain'
(2't Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

berdasarkan priisip eltsiensi, efektivitas, ekonomis dan saling

menguntungkan.

Pasal 4 1

(U Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O

ayat (1), daPat berbentuk :

a. Kerjasama oPerasi;
b. Sewa menyewa; dan
c. usaha lainnya yarlg menunjang tugas dan fungsi RSUD.

{2t Kerjasama op"i""i sebagaimana dimaksud pada aya! (1) huruf al

meiupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain, melalui
p".rgelola*r, manajemen dan proses operasional secara bersama dengan
peniUagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak'

(3) -S"*" *"ty"** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

merupakaL penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD
RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang
sewa bulanan- atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik,
sekaligus maupun secara berkala.



(4) Usaha lainnya Y?'g .menunjang 
tSqas dan fungsi BLUD RSUD

sebagairnr**'ai**tsira p^a" '.V.? 
{1} iruruf c, merupakan kerjasama

denganpihaklainyangl,",,gr,u,ilkanpendapatanbagiBLUDRSUD
dengan tidak mengurangi 

-"Ii"iio* 
petayanan umum yang menjadi

teu[jiUan BLUD RSUD'

Pasal 42

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam

;;;d;;r, er,rJo Rinb dan dapat dipergunakan

L"*Ui"Vai pengeluaran sesuai RBA'

Pasal 41 meruPakan
secara langsung untuk

Bagian Keenam
Pengelolaan Barang

Pasal 43

(1) Barang inventaris milik BLUD RSUD dapat dihapus dan/atlu dialihkan

kepada pil;k iln atas dasa. pertimbangan ekonomis dengan cara

dijual, ditui[r J*t'/"t"" dihibahkan' 
^ar{q arrqr (1\

tzl Barang irrrr"*t*iu'sebaga;;; d,imaksud pada ayat (1), merupakan

barang pakai habis, U"ir"t r"trrk aiotr'fr_atau dijuai, barang lainnya

;;t fra'"r. memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

(3) Hasil p"rrj*^f"t barang inventaris sebagai akibat dari pengaiihan

sebagaim.o* ii**ksud p"J" ayat {1}, meru-pakan pendapatan RSUD'

(4) Hasil p"r:rr"ru" uarang inventaris'.sebagaimana dimaksud ayat (3)'

dituangk*rr-""".r* *"*-.dui dalam laporan keuangan BLUD RSUD'

Pasal 44

(1) BLUD RSUD dilarang mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap'

kecuali atas persetujuan pejabat yalg berwenang'

(2\ Aset tgtap sebagaimu''u- di*aksud-pada ayat (1)' merupakan aset

berwujud yang mempunyai masa manfaat iebih dari 12 (dua belas)

bulan ""t"f 
digunakan daiam kegiatan BLUD RSUD atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum'
(3) fe.o.rr*rrg., pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap

sebagaimana dima[sud pada ayat (1),. diselenggarakan berjenjang

berdasarkan nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3)'
\ ' *.rup*xri pendapatan BL,UD RSUD dan diungkapkan secara

*.*udui dalam laporan keuangan BLUD'
(S) pengalihan dan/uiu.., penghapusal 1s_et- 

tetap sebagaimana pada ayat

(B), iilaporkan kepada-Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak- terkait langsung

dengan t rg"" d"n fungsi BLUD [SUn harus mendapat persetujuan

Bupati melaiui Sekretaris Daerah'

Pasal 45
(1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD disertifikatkan atas nama

Pemerintah Daerah.
(21 Tanah dan bangunan yang tid+_ digunakan dalam rangka

penyelenggaraan trga* darr fungsi BLUD RSUD, dapat dialihgunakan
oleh fi*pinan BLUD atas persetujuan Bupati' r'

Bagian Ketujuh
Surplus dan Delisit Anggaran

Pasal 46



( 1 ) s urpru s * 
ffiTi;hy3fiy# iliH ii::,f, ",:f'" :Tl &iffi 

re alis a s i

pendapatan dan reausasl :'*J*T5'^;i;;-;i-r.,akan--dalam tahun
(2) Surplus ..'g;*t*t' PLUD RSUD dapat digunakan da

anggaran o"ffiii.Va kecuali ;;";"-,;ksi Bulad disetorkan sebagian

atau sehrruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan poslsl

likuiditas BLUD RSUD'

Pasal 47

(uDefisitanggaranBL.UDRS.UDmerupakanselisihkurangantara
realisasi pendapatan dengan realisasi braya pada satu tahun anggaran'

(ztf*{"mf 1ff:yl*X,:,*tg"*fffi-H:fil'oJ#81'aannva
Bagian KedelaPan

PenYelesaian Kerugian

Pasal 48

Kerugian pada BLUD RSUD yang disebabkan oleh tindakan

hukum atau kelalaian *"""or*[ diselesaikan berdasarkan

perattiran p" *rrdu-,' g- 
"'A^ngan 

* Jt' gtttu'i pe nye le sai an kerugian

Pasal 51

BLUD RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan

sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

Setiap trariaksi keuangan pada BLUD RSUD dicatat dalam dokumen

pendukung yang dikelola secara tertib' /

melanggar
ketentuan
daerah.

Bagian Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 49

Penatausahaan keuangan BLUD RSUO paling sedikit memuat' hal-hal

sebagai berikut :

a. PendaPatan/biaya;
b. Penerimaan/Pengeluaran;
c. lJtangl Piutang;
b. persediaat, u-"Et tetap dan investasi; dan

c. Ekuitas dana;

Pasal 50

(1) Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 49

didasarka" p"a" prinsif pengelolian_keuangan bisnis ya3g sehat'

t1l i"I.?*"-"fr'u' K"r,angan eiUO RSUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (11, dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan' dan dapat

dipertanggungi awabkan'
(3) penetapan tefii3atan peaatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disampaikan kepada Pejabat Pengelota Keuangan Daerah (PPKD)

melalui Asisten Administrasi umum sekretariat Daerah Kabupaten

Katingan.

BAB VII
AKUNTANSI,PELAPORANDANPERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama
Akuntansi

(u

(2)

Pasal 52



(1)BLUDRSUDmenyelenggarakanakuntansidanlaporankeuangan
sesuai d**;"";-;;;.rar.rrntansi keuangan yang diterbitkan oleh

Asosiasi Profesi Akuntansi irrao'e*ia dalari rangka manajemen bisnis

yang sehat.

\2| Penyeienggaraan aktrntansi d.an laporan keuangan sebagaimana

dimaksud ;il ayat (1), menggunakal. basis akrual baik dalam

pengakua" i""Jup"tan,'biayu, "il, 
kewajiban dan ekuitas dana'

Pasal 53

(1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan

berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat l2\'
pemimpin BLUD RSUD ****"" kebijakan dan prosedur akuntansi

yangberpedomanpadastandarakuntansisesuaijenislayanannya.
(21 Kebijakan akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), digUn"f."" *.Uagai dasar daiam pungakuan, pengukuran' penyajian

dan penggunaan asit, kewajiban, ekuitas dana'

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungiawaban

Pasal 54

(U Laporan keuangan BLUD RSUD terdiri dari :

a'LaporanRealisasiAnggaran(LRA)yangmenggambarkantentang
realisasi anggaran dan fisik'

b. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset,

kewaiiban din ekuitas dana pada tanggal tertentu;

c. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan

biaya BLUb RSUD selama 1 (satu) periode;

d. Laporan arus kas yang menyaj.ikan informasi kas berkaitan dengan

atilrritas operasiorial, 
-investasi 

dan aktivitas pendanaan dan/atau
pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengetuaran di"n *ltao akhir kas selama periode tertentu; dan

e. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan'

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai
dengan laporai kinerja yang berisikan informasi pencapaian

hasillkeluaran BLUD RSUD.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh

pemeriksa ekstJrnal sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

Pasal 55
BLUD RSUD men]rusun dan menyampaikan laporan operasional dan

laporari arus kas kepada PPKD dalam kurun waktu 3 (tiga) buian
p*tirrg lambat 10 (sepuluh) hari setelah periode pelaporan berakhir
Lntuf mendapatkan pengesahan atas penerimaan dan pengeiuaran
sebagaimana tercantum dalam lampiran'
Surat Permintaan Pengesahan (SP2) sebagaimana dimaksud pada ayat
(i) dilampiri dengan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai

berikut:
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Laporan Arus Kas
Berdasarkan SPJ dan SP2 dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan
verifikasi maka PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang ./

(SPMU) pengesahan atas pengeluaran dan penerimaan RSUD

{21

(3)

(1)

(2)

(3)



(4) pertanggungjawaban 
_ 

keuangan yan-g bersumber dari pendapatan

operasionattsuo sebagaimJtt. ai*u-ksud ,,yat 12\ pasal ini dilengkapi

dengan bukti asli transaksi yang terdiri atas:

a. Lenibar 0rder;
b. Nota/bilvkuilansi asli yang bermaterai, telah ditandatangani dan

stemPel lunas;
c. Faktur Pajak;
d. Bukti Kas Keluar;

(5) Bukti Asii Transaksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) pasal

ini disimpan di RSUD se6agai dasar pemeriksaan oleh instansi yang

berwenang.
(6) Pertanggungjawaban keuangan lanq bersumber dari dana subsidi

ApBD Kabripaten, APBD Piovinsi, cian APBN diatur sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku'

(7) Setiap akhir semester dan tahunan BLUD RSUD wajib menyusun dan

menyampaikanlaporankeuangankepadaPPKDuntuk
dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah,

paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang

terdiri dari :

a. Neraca;
b. Laporan arus kas;
c. Catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja; dan
b, Laporan oPerasional.

Pasai 56
penlrusunan iaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 55 ayat
(2), 

" untuk kbpentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB VIII
PENGADAAN BARANG /JASA

Bagian Pertama
Pelaksanaan

Pasal 57
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD
berdasarkan pada prinsip-prinsip :

a. Efisien;
b. Efektif;
c. Transparansi;
d. Adil dan tidak diskriminatif;
e. Akuntabilitas; dan
f. Praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 58
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang
Peraturan Bupati tersendiri.

RSUD dilaksanakan

daiam Pasal 57,
akan diatur dalam



BAB IX
PERUBAHAN RBA DAN DPA

(1) Perubahan terhadaP RBA
sebagai berikut:

Pasal 59
dan DPA dilakukan apabila terdapat hal-hal

a. TerdaPat Perkembangan Yang tidak sesuai dengan asumsi RBA dan

(21

(3)

DPA awal;
b. Biaya RSUD melampaui ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan;

c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar

jenis belanja danlatau antar kegiatan; dan.
d. Terdapat pelampauan anggaran _pendapatan yang harus

dialokasikan dalam belanja BLUD RSUD'
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan
sesuai dengan mekanisme perubahan APBD
p.rg.r.r"n-pada jenis belanja pada DPA El,gD RSUD yang biayanya

bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD RSUD dapat dilakukan

^t6 
persetujuan Pemimpin BLUD, sepanjang tidak melakukan

perubahan Xoae rekening jenis Belanja pada DPA BLUD RSUD Tahun

berjalan.

BAB X
PEMBINMN, PBNGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

(U Pembinaan BLUD
Daerah.

Pasal 60
RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris

tzl Pembinaan penataausahaan dan pengeiolaan keuangan BLUD RSUD

dilakukan oleh PPKD'

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 61

(1) pengawasan operasional BLUD RSUD dilakukan oleh pengawas

internal.
(2) pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

olehinternal auditor yang berkedudukan dibawah Pimpinan BLUD.
(3) Pengawas internal iebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat

dibentuk dengan mempertimbangkan :

a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. Kompleksitas manajemen; dan
c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan'

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasai 62
Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2]l,

membantu Pejabat Pengelola BLUD dalam rangka menciptakan dan
meningkatkan pengendalian internal B LUD RSUD.
Fungsi pengendalian internal BLUD RSUD sebagaimana dimaksud aYat,
(1), membantu Pejabat Pengelola BLUD RSUD, dalam hal :

(1)

(21



(3)

a.Pengamananasetberupaasettetapmaupunasetbergerak;
;. M"riipt^kan akurasi sistem informasi keuangan;

;. vt..,"iptukan efisiensi dan-p1o$ltctiviili:1?:
d. Mendoro"g aip*t"hinya kebijakan manajemen dalam penerapan

praktek bisnis Yang sehat'
Kompetensi tet<nis'yaig harus dimiliki oleh internal auditor adalah

sebagai berikut:
a. untuk kepala internal auditor, pernah menjadi pejabat keuangan

BLUD RSUD.
b. Mempunyaietika, intregitas dan kapabilitas yang memadai.

c. Memilik pendidikan a*/"i"" ' pengalaman teknis sebagai

pemeriksa; dan
d. Mempuny"i ,it *p independen dan obyektif terhadap obyek diaudit'

Pasal 63

PembinaandanpengawasanterhadapBLUDRSUDyangmemilikinilai
omset tahunan menurut laporan oplrasional atau nilai aset menurut

neraca telah memenuhi syarat minimal berdasarkan peraturan

perundang-rrratrrg*.r,s9iairl-.ditakukanolehpejabatpembinadan
i"rg"*""*""u"g"iil"na dimaksud dalam Pasal 6o dan Pasal 61 juga

a*p*t diiakukan oleh Dewan Pengawas'

Dewan Pengawas sebagaimana" dimaksud pada ayat (1) dibentuk

dengan Keputusan nupaii atas usulan Pemimpin BLUD'

BAB XI
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Ba$ian Pertama
Evaluasi

Pasal 64

Evaluasi dan penilaian kinerja RsuD dilakukan setiap tahun oleh

e,p"ti danlatau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non

keuangan.
Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (i)'
["ri":.r"" undk ;."g,rt"1 tingkat pEncapaian hasil pengelolaan BLUD

RSUO sebagaim""" ai"t.t"pkan dalam rencana bisnis dan RBA'

Bagian Kedua
Penilaian Kinerja

Pasal 65
Penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 63 ayat 1i1, aapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. tvtemperoleh" hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang

d ib e rikan lre nt abilit a s\ ;

Memenuhi kewqiiban jangka pendeknya (t{laiditas );
Memenuhi seluruh kewajibannya (soluobilitas) ; dan

Kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai

t1)

{21

t

(1)

(2)

(1)

b.
c.
d.

pengeluaran.

t2l peniLlai kine{a dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 64 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai

berikut :

a. Perspektif Pelanggan;
b. Proses internal PelaYanan; dan
c. Proses pembelajaran dan pertumbuhan' /



BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan

;;;#i ieknis neiak3naannva akan diatur

Xtp.It r.*n PemimPin BLUD'

Bupati ini, sePanJang
lebih lanjut dengan

BAB XiII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'- 
-

Agar setiap orang dapat.rrengetahuinya' memerintahkan
peraturan Aupafi itti, dengal-r penempatannya dalam

Kabupaten Katingan'

Pengundangan
Berita Daerah

di Kasongan
31 Oktober 20 i4

)t

fri
Diundangknn di Kaso

Oktober 2014
ERAH KABUPATEN KATINGAN

EMUS

BERiTA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR 174

pada tan984
SEKRET



Lampiranl:PERATURANBUPATIKATINGANTENTANGPED0MANTEKNIS
PENGELOLMNKEUANGANBADANLAYANANUMUM
DAERAHPADAnuT'TaTTSAKITUMUMDAERAHMASAMSYAR
KASONGAN
Nomor :

Tanggal :

Kasongan

Nomor ' 
KePada

Lampiran : 1 (satu) rangkap Yth'Bupati Katingan

Hal : Surat Permintaan Pengesahan di-
Kasongan

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN

RUMAHSAKITUMUMDAERAHMASAMSYARKASONGAN

TRIWULAN/BULAN : """ ' TAHUN ANGGARAN""'

l)engan ini kami mohon disahkan penerim aan dan Pengeluaran RSUD Mas

RSUD MAS AMSYAR KASONGAN' Amsyar Kasongan:
1, Unit/Organisasi Daerah

' 2' Program

- 3. Kegiatan

i q. Tujuan kegiatan

5. a. Penanggungiawab kegiatan
!

Nama
Jabatan

Alamat

b" Bendahara Pengeluaran BLUD

Nama
Alamat

Adapun rincian realisasi penerimaan dan pe

I. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran

1. Penerimaan:

1. 1. Triwulan/bulan ini

1.2. S/d Triwulan/bulan Lalu

Jumlah

Terbilang

2. Pengeiuaran:

2.1 Triwulan/bulan ini

2.2 sld Triwulan/bulan lalu

Jumiah

Terbilang

: Direktur RSUD Mas AmsYar

Kasongan seiaku PemimPin BLUD

Jln. Rumah Sakit No' 1 Kasongan

ngeluaran adalah sebagai berikut :

(....,..............,)



t

LAMPiTAN II : PEMTURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN TBKNIS

PENGELoLAAN-rBueNcarvBnnar'TLAYANANUMUMDAERAH
RUMAHSAKITUMUMDAERAHMASAMSYARKASONGAN
Nomor :

Tanggal :

FORMATLAPORANPENDAPATANPEMERINTAHDAERAH
KABUPATEN KATINGAN

BLUD RSUD MAS AMSYAR KASONGAN

LAPORANPENDAPATANBLUDRSUDMASAMSYARKASONGAN
TRIWULAN .........."TAHUN "" "

]

*
a

Mengetahut :

Asisten III Setda Kab. Katingan
Selaku Pejabat

Pengeloia Keuangan Daerah (PPKD)

(nama lengkap)
NIP..

Kasongan

Direktur RSUD Mas AmsYar Kasongan
Selaku PemimPin BLUD,

(nama lengkap).
NIP.......

Uraian
Anggaran
Dlm DPA

Realisasi
s.d

Triwulan
Lalu

Realiasi
Triwulan

Ini

Realisasi
s,d

Triwulan
Ini

Lebih
(Kurang)

No

1 Pendapatan BLUD

1. Jasa LaYanan

2. Hibah

3. APBD

4. APBN

5. Hasil Kerjasama

6. PendaPatan Lain Yang Sah

2 Jumiah:

BUPATI

AFIMAD YANTENGLIB



a

LAMPiTAN III : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PENGELoLAANKEUANGANBADANLAYANANUMUMDAERAH
RUMAHSAKITUMUMDAERAHMASAMSYARKASONGAN
Nomor :

Tanggal :

FORMATLAPORANPENGELUARANPEMERINTAHDAERAH
KABUPATEN KATINGAN

BLUD RSUD MAS AMSYAR KASONGAN

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD RSUD MAS AMSYAR KASONGAN

TRIWULAN ....,...,...TAHUN .....'

&

$

l
t

Mengetahui:
Asisten III Setda Kab. Katingan

Selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

(nama lengkap)

Kasongan

Direktur RSUD Mas AmsYar Kasongan
Seiaku Pemimpin BLUD,

(nama lengkap).

Lebih
(Kurang)

Realiasi
Triwulan

Ini
Anggaran
Dlm DPA

EIAVA OPERASIONAL:
Biaya PelaYanan:
a. By. Pegau'ai
b. By.Bahan
c. By.Jasa PelaYanan

d. By.Pemeliharaan
e. By. Brg dan Jasa
f. By. PelaYanan Lain-iain
Biaya Adm. Dan Umum :

a. By.Pegawai
b. By.Adm' Kantor
c. By.Pemeliharaan
d. By.Brg dan Jasa
e. By.Promosi
f. By. Umum & Adm' Lain-lain

BIAYA NON OPERASIONAL:
a. By.Bunga
b. By.Adm. Bank
c. By. Kerugian Penjualan

Aset TetaP

d. By. Kerugian Penurunan
Nilai

e. By. Non OPerasional Lain-
lain

Jumlah :

NIP NIP



LampiranlV:PERATURANBUPATIKATINGANTENTANGPEDOMAN
PENGELOLAAN,l<ilUA TCANBADANLAYANANUMUM
RUMAHSAKITUMUMbAERAHMASAMSYARKASoNGAN
Nomor :

TEKNIS
DAERAH

Tanggal :

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

PBTVTBN1NiAH KABUPATEN KATIN GAN

BLUD Ti6UO T'NNS AMSYAR KASONGAN

SURAT PERMATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

SehubungandenganpengeluaranbiayaBLUD.'''.,Triwulansebesar RP"'

i . .:::: .::t:::..:.: . ),vans berasal dari pendapatan : Jasa

Lav-anan, Hibah, Hasil Kerjasam; a;" F.'-'a^put"" lain-lain yang sah' adalah

t""ggt,''glil::*f|,"r^ tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka

pelaksanaan ppi;-J;" ain.,It.,t rn sesr.rai dengan stan.lar Akuntansi yang berlaku

pada BLUD RSUD uas AMSYAR-Ku'o','gun dan bukti-bukti pengeluaran ada pada

kami"o"mikian 
surat perriyaraan in1 {1!.i*t,. untuk-rnendapatkan pengesahan

prrrg.t.r"ran biaya BLUD RSUD MAS AMSYAR Kasongan'

l
, Kasongan,....'..

Direktur RSUD Mas AmsYar Kasongan

Selaku PemimPin BLUD,

(nama lengkaP)
NIP. .

BUPATI KA AN,

AHMAD YANTENGLIE



IL LamPiran terdiri dari :

1. Laporan Pengeiuaran RSUD Mas Amsyar Kasongan

Direktur RSUD Mas AmsYar Kasongan

Selaku PemimPin BLUD'

2.

3.

Bukti - bukti asli pengeluaran sejumlah:Rp' '

Laporan realisasi anggaran Triu'u1an/bulan: "tahun

Bendahara Pengeluaran BLUD'

(nama lengkaP)

NIP. .

(nama lengkaP)

NIP,.

I
I

AHMAD YANTENGLIE


